
BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

sesuai  dengan  Pasal  4  yang  menyebutkan  bahwa konsumen  berhak

mendapatkan hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam

memakai barang dan jasa yang mereka gunakan. Selain itu konsumen

juga berhak untuk di dengar akibat terjadi kerugian atas barang dan

jasa yang mereka konsumsi atau pakai. Konsumenpun mempunyai hak

untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  atau

penggantian.sebagaiman  dijelaskan  bahwa  setiap  produsen  yang

melanggar Pasal 19 dan 8 akan dikenakan sanksi sesuai dengan sanksi

administratif dalam pasal pasal 60 dan 62 Undang-undang Konsumen,

sedangkan dialam pasal  19,  20,  23 apabila  terjadi  pelaggaran  maka

akan  dikenakan  sanksi  berupa  sanksi  Admninistratif.  Dalam  kasus

Repacking makanan  kadaluarsa  ini  masyarakat  sebagai  konsumen

mempunyai  payung  hukum  untuk  dapat  memperjuangkan  haknya

apabila terjadi kerugian yang dimana dengan didasari Pasal 85 (1), (2),

(3) dan 94 (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang

Pangan. Serta Pasal 45 (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 8 tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

2. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara preventif dan upaya

represif.  Dimana  upaya  preventif  dapat  dilakukan  dengan  cara



pengawasan  terhadap  makanan-makanan  sebelum beredar  dipasaran

seperti  pengecekan  barang,  tanggal  kadaluarsa  dan  pembinaan  dari

BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) kepada konsumen agar

mengetahui standar kesehatan dan pemilihan produk yang baik untuk

diedarkan  ke  masyarakat.upaya  repretif  bisa  dilakukan  oleh  Pihak

Kepolisian, dimana pihak kepolisian dapat melakukan sidak atau razia

terhadap  barang  yang  telah  kadaluarsa  setelah  itu  melakukan

pembakaran makanan yang telah kadaluarsa. 

B. SARAN

1. SARAN UNTUK KONSUMEN

Penulis melihat dalam kasus ini harus adanya kehati-hatian dari pihak

konsumen dalam mengkonsumi makanan yang beredar dipasaran, terlebih

apabila makanan tersebut tidak berlabel suatu marek tertentu, penulis juga

memberi saran bahwa pihak konsumen agar tidak tergiur terhadap makanan

yang murah karena belum tentu makanan yang dikonsumsi sesuai dengan

standar gizi dan kesehatan. Jangan sampai kerugian nantinya di alami oleh

pihak  konsumen  akibat  peredaran  makanan  yang  kadaluarsa  dan apabila

terjadi  Peredaran  makanan  kadaluarsa  kita  sebagai  konsumen  harus

memperjuangkan  hak  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku,  agar  para

produsen memilik efek jera dan tidak me-Repacking makanan yang telah

kadaluarsa



2. SARAN UNTUK PRODUSEN

Sebaiknya Produsen lebih memperhatikan standar gizi dan kesahatan dari

produk yang akan mereka edarkan. Jika, para produsen ingin me-Repacking

makanan maka harus sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan standar

kesehatan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Pemerintah,  serta  produsen  harus

memperhatikan  kewajiban  Produsen  dalam  melakukan  usaha.  Jangan

sampai, karena produsen ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya

dengan  modal  yang  sekecil-kecilnya  ini  Produsen  malah  membahayakan

masyarakat sebagai konsumen.

3. SARAN UNTUK BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makaknan)

Saran untuk BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makaknan) selain dari

peran untuk melakukan terhadap pengawasan makanan yang beredar BPOM

pula harus memperketat pengawasan dari peredaran makanan yang keluar

dari produsen. Terlebih menurut penulis BPOM (Badan Pengawas Obat dan

Makaknan) harus memiliki cara lain terlebih dalam mengontrol makanan

yang keluar masuk karena sejauh ini meskipun pihak dari BPOM (Badan

Pengawas  Obat  dan  Makaknan)  sudah  melakukan  tugas  nya  secara

maksimal namun peredaran Repacking makanan kadaluarsa masih beredar

luas  di  pasaran  sehingga  disini  sangat  diperlukan  peran  dari  pemerintah

khususnya  BPOM  (Badan  Pengawas  Obat  dan  Makaknan)  sebagai

pengawas dari produsen, dimana pengawasan lebih tegas ini bertujuan agar



para  produsen takut  dan  jera  apabila  me-Repacking  makanan yang  telah

kadaluarsa.
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